BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

L -"-PERA’:I"URAN- 'IiAE_RAH KABUPATE'N';KAPUAS"QHOLU_'.' o

" 'NOMOR 15 TAHUN 2016

TE NTAN G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

| KABUPA’I‘EN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2007

 Menimbang

TENTANG PENATAAN KAWASAN PEDESAAN -
DENGAN RAHM JHAN YANG MAHA ESA
~ BUPATI KAPUAS I—IULU

a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang_ Lo
. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan - -
Peraturan Pernenntah Nomor 43 Tahun
.- 2014 tentang . Peraturan. Pelaksanaan_ e
_Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 .

. tentang Desa, rnaka setlap Peraturan 3

Daerah yang rnengatur tentang Desa harus
mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 -

© Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan .
- Pemerintah Normior - 43 Tahun 2014 tentang* o

" 'Peraturan - Pelaksanaan Undang-Undang L

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa -

sebagaimana telah. d1ubah dengan'.- -

~ Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun. -

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan = -

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang |

Peraturan Pelaksanaan Unda.ng Undang' S
‘Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; )

“b: bahwa - Peraturan - Daerah _Kabupaten” T
*" Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2007 tentang " °

Penataan Kawasan’ Pedesaan sudah tidak S

'sesua_x lag; sehlngga perlu dlcabut



o Mengingat .

bahwa berdasarkah  pertimbangan

. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14
Tahun 2007 tentang Periataz_m_ Kawasan
Pedesaan; ' '

Pasal 18 ayat (6) Undahg—Undang Dasar

Negara Republik Indonesia _Tahun 1945; -

Undang—Undahg Nomor 27  Téhun 1959
tentang Penetapan Undang—Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1I di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9} . sebagai Undang—Undang
(Lembaran Negara - Republik. - Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik = Indonesia
Nomor 1820); - - L

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495); = : L

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia .- Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali

. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

~ Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah- Nomor' 43 . Tahun
2014 tentang Peraturan - Pelaksanaan
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran - Negara Republik
" Indonesia Nomor 5539) sebagaimana’ telah
"~ diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
" Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan . Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 -

tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun. 2015
Nomor 5717); - :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 ‘tentang Pedomran

Pembangunan Desa;

| - Dengan Persetujuan Bersama _
: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI-I |
'KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:;
Menetapkan < : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
- B  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
. NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
- KAWASAN PEDESAAN..

Pasal 1

| Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2007

' tentang Penataan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah- Kabupaten

"~ Kapuas Hulu Tahun 2007 Nomor 14), dicabut dan dmyatakan tidak
berlaku



Pasai 2 o

S --Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan L

L 'Agar setlap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan'f
- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran_ '

o Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau. =
pada tanggal 29 November. 2016 o

_ BUPATI KAPUAS HULU

s Diﬁndénglz{an di Putussibau

pada tangga] '29 November 2016

_ KAPUASHULU,_ |

= 'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

L .:ﬁ;: NOMOR 15

_“_.'NOREG PERATURAN ' DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU "
T _'PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (15) /(2016} -



I

PENJELASAN - A
ATAS "
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15  TAHUN 2016
| TENTANG - _

S PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

& NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG oy
PENATAAN KAWASAN PEDES_AAN L

UMUM |

_ Penataan Kawasan , Pedesaan merupakan upaya_" L

" menciptakan keselarasan pembangunan di desa dalam rangka-' . .
) 'mensejahterakan masyarakat di desa. Kawasan Perdesaan adalah .. -
- kawasan yang mempunyai keglatan utama pertanian, termasuk =
. .._.pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan = .-
. " gebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan Jasa BRRTIE

i pemermtahan, pelayanan sosial, dan keglatan ekonomi. .~

o leerlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 R

'tentang Desa - membawa perubahan yang cukup. 31gn1fikan

o l-.__terhadap pengaturan pembangunan desa dan Pembangunan__'-_;_n B
" kawasan perdesaan Pembangunan " Kawasan Perdesaan .~ -

_merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)'.f

. Kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
-~ meningkatkan ~ kualitas = pelayanan,  pembangunan, dan * 2
' . pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan;melalu_i' LRI
- pendekatan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6
“Tahun 2014 tentang Desa ditindaklanjuti dengan Peraturan L
. 'Pemenntah_ Nomor 43 Tahun 2014 “tentang - Peraturan ; " o
. Pelaksanaan Undahg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun =~ .-
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo'r- 43
~Tahun 2014 tentang Peraturan: Pelaksanaan Undang Undang.
~ Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa. . : :

, Peraturan Daerah Kabupaten | Kapuas Hulu Nomor 14
Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pedesaan, dibentuk

_ dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 e

;o Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 - :

. Tahun 2005 tentang Desa tersebut telah ‘dicabut oleh Peraturan - -

" Pemerintah - Nomor 43 Tahun 2014 “tentang  Peraturan ~ =
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

 sebagaimana telah-diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor

47 Tahun 2015, |

S



e Dengan adanya regulasi baru tersebut maka Peraturan L
- '.-Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 ’I‘ahun 2007 tentang L
7 Penataan Kawasan Pedesaan tidak sesuai lagi dengan peraturan’ - ERRRTE
:'perundang—undangan terbaru, yaitu Undang Nomor 6 Tahun . - '
S 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun'. R
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndanguUndang Nomor 6 - ' .

R __Tahun 2014 tentang Desa, dan telahl diubah. dengan Peraturan' -

S ';_'-':.”'Pemenntah Nomor. 47 Tahun 2015, sehingga Peraturan. Daerah-_:*’
- Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penataan” AT
5 ,fKawasan Pedesaan perlu dicabut dan dinyatakan tldak berlaku L

I PASAL DEMI PASAi,: :

'Pasal 1
o ‘Cukup Jelas
Pasal2 L | S
~  Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU f L

NOMOR 51




